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Jakarta, 30 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil 
Konsiderans Menimbang dan Penjelasan I (Umum) angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 
tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (UU 12/1969), pada Selasa (30/4), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. 
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zadrack Taime 
dkk. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pengujuan Materiil UU 12/1969 yaitu: 
 

1. Konsiderans Menimbang: 
     “Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan 

Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk 
kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di 
Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang 
dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden 
No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 
1969, segera diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 
XXI/MPRS/ 1966.”; 

2. Penjelasan I (Umum) angka 1: 
     “Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah 

merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam 
kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung 
dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang 
Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian 
Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, 
sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu 
Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian 
Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961. Untuk lebih 
melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden 
No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk 
Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan 
Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan 
Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963. Pada tanggal 1 
Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, 
berdasarkan ketentuan hukum internasional New York Agreement. Dalam New York 
Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak 
menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari 
Republik Indonesia atau tidak. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free 
Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat 
sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan 
positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa 
kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, 
telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan 
Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh 
pihak manapun.” 

 
 



Menurut Pemohon Konsiderans Menimbang frasa “Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan 
Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap  merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia…” bertentangan dengan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 
nuraninya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G 
ayat (1) UUD 45. 
 
Demikian juga dengan proses persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat tidak pernah melibatkan 
rakyat Papua. Sebagai contoh, New York Agreement 1962, dibuat tidak pernah berlangsung konsultasi 
bahkan sosialisasi dengan rakyat Papua, Pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) tidak pernah 
terjadi konsultasi termasuk sosialisasi dengan rakyat Papua hingga terjadi pelaksanaan PEPERA yang 
tidak diketahui rakyat Papua. 
 
Substansi permohonan para Pemohon berdasarkan frasa tersebut diatas adalah hasil Penentuan 
Pendapat Rakyat (PEPERA), yang disebut “Act of Free Choice” berdasarkan New York Agreement atau 
kesepakatan New York antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia atas 
Irian Barat sekarang Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, kesepakatan ini ditandatangani pada 15 
Agustus 1962 di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat; 
 
Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa materi tentang hasil 
PEPERA sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di 
Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (LBG) 
 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 
5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI.  laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 
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